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KAPUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2019
Memnimbsng a banwa dalam rangka membenkan pelavanan

pendidikan  nonformal  bagit  masyarakat, maka
pemenintah membenkan kesempatan  kepada
masyarakat untuk mendinkan Pusat Keglatan Belajar
Masyarnkat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatthan
(LKP) dan Satuan PNF scjenisnya

b bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan
berdinnya Satuan Lembaga Pusat Keguatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LX) dan Satuan PNF seemisnva periu membenkan
Surat heputusan lzn Uperasional l‘tnyc!cnggarun:!}u
dan Pemenntah,

¢ bahwa Surat Kepulusan lan Upcrasiwonal yang telah
ditertutkan oleh Pemenntah masa berlakunya telah
Derakhu

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun

1938 tentang
Peinbenrukan Dacrah-Dacrah Tingkat Il dalam

Wiayah Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran N
Republik  Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara
Noasor 1635);

4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahunp
1978 tentang Kescjahteraan Anak.

cgara
1958  Nowor 122,

Republik  Indonesia
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Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
scbagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan

Republik  Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan  :  Surat permohonan dari Pengelola PKBM dan LKP.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA . Memperbahar

ui Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga
Kursus dan Pelatihan (LKP) terlampir.,

KEDUA Tugas dan Kewajiban Pengelola Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan

(LKP) sebagai berikut:

Bertugas menyelenggarakan program Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
Pelatihan (

dan Lembaga Kursus dan

LKP) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perund

ang-
undangan Yang berlaku.
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RETIGA

KEEMPAT

KELIMA

o

~ s ceplatan
Dalam menvelenggarakan  kegiatan  Pusat keptat

Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Rursus dan
Pelatihan (LKP) wajib menaati segala  ketentuan
peraturan perundangan vang berlaku.

Ty > e . > 0 6 o 4 ron g an
Wajio mengirimkan laporan sesunl Ketentua

Penvelengearaan  Pusai Kegiatan Belajar  Masvarakat
y \ I
(PKBM) dan vembaga kursus dan Pelathan (LKP);

Pengelola PXBM dan LKP tidak akan menuntut
Penempatan tutor/operator PRBM dan LKP dan

Pemerintah,
Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan

evaluasi kegiatan PKBM dan LKP dan jika hasil penilaian
dan evaluasi terhadap PKBM dan LKP tidak sesuai
dengan svarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudavan maka Kepala Dinas dapat melakukan
pencabutan lzin Operasional.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan kKetentuan apabila dikemudian harn ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dindakan

perbatkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 8 Mei 2019

|

' S GANDUR, S.Sos
INA UTAMA MUDA
NIP. 19631231 198603 1 39
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RABUPATEN  MANGGARAI

NOMOR  : DIN. PEND. 420/454 /v /2019

FANGGAL : 8 MEI 2010

CENTANG : PEMBAHARUAN 1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PUSAT KFGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DAN LEMBAGA KURSUS DAN

PELATIHAN (LKP) KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019

NAMA PENGELOEA

NO NAMA LEMBAGA . ALAMAT
| PRBM DAN [LKP |
U PKBM Tunas Bangsa Ruis Desa Ruis Elhias Nomor
Reok | Kecamatan Reok

2 | LKP St. Paulus Ruteng | Jalan Jenderal A.Yani | Rm.Ledobaldus Roling Mujur, Pr

' ' No. 10 Ruteng
Kelurahan Tenda
Kecamatan Langke

|

|

i

! Rembong

~

' LKP Pro - 21 Ruteng “Jalan Ulumbu ' Hendrikus Hironimus Sukaria

| l\tlm ahan Bangka
‘I | Nekang Kecamatan
; Langke Rembong I
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Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 8 Juni 2010
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